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GUBERNUR  SULAWESI  TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
NOMOR    31   TAHUN  2018 

 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

   
Mengingat    :   1.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor  2687); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
 
 
 

   SALINAN 



 

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah Nomor 91);  
  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 
   a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah         Rp   958.212.001.717,54 
2. Dana Perimbangan          Rp2.647.241.314.195,00 
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp     32.889.353.269,00 

Jumlah Pendapatan          Rp3.638.342.669.181,54 
 

b. Belanja : 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai          Rp1.056.063.908.764,00 
b) Belanja Bunga          Rp              - 
c) Belanja Subsidi          Rp              - 
d) Belanja Hibah          Rp   500.953.710.000,00 
e) Belanja Bantuan Sosial         Rp       1.073.800.000,00 
f) Belanja Bagi Hasil          Rp   409.671.449.702,00 
g) Belanja Bantuan Keuangan   Rp       5.639.009.155,00 
h) Belanja Tidak Terduga         Rp          134.012.500,00                

           Rp 1.973.535.890.121,00 
 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai          Rp  119.857.964.211,00 
b) Belanja Barang dan Jasa       Rp  887.262.608.556,85 
c) Belanja Modal          Rp   465.120.608.561,97 

              Rp1.472.241.181.329,82 
 
           Jumlah Belanja                  Rp 3.445.777.071.450,82 
 
           Surplus/(Defisit)          Rp    192.565.597.730,72 
 

c. Pembiayaan : 
1.  Penerimaan           Rp.    70.385.619.571,25 
2. Pengeluaran           Rp.    37.334.000.000,00     
                  

      Jumlah Pembiayaan Netto         Rp.    33.051.619.571,25 
 

                  Sisa lebih pembiayaan anggaran               
           tahun berkenaan                                   Rp.  225.617.217.301,97   
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur  ini. 
 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal  4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal  5 
Peraturan Gubernur  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam  Berita  Daerah  Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

 
 
Ditetapkan di Palu 

    pada tanggal  20  Agustus  2018 
 

    GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

    ttd 

 

LONGKI DJANGGOLA 

Diundangkan di Palu  
pada tanggal  20  Agustus  2018 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
         SULAWESI TENGAH, 
 
        ttd 
 
         MOHAMAD HIDAYAT 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR :637 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
      KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
 
         IHSAN BASIR,SH,LL.M 
               Pembina Tk.I  
     NIP. 19701109 1998 03 1016 


